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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2017   

TENTANG 

PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-

DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara 

Perdagangan Properti sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 107/M-

DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 

tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti, 

perlu disesuaikan dengan perkembangan usaha 

perusahaan perantara perdagangan properti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a serta untuk menciptakan iklim 

persaingan usaha yang sehat, meningkatkan 

profesionalisme perusahaan perantara perdagangan 

properti, dan menunjang peningkatan kegiatan usaha di 

bidang properti, perlu mengatur kembali ketentuan 

perusahaan perantara perdagangan properti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perusahaan 

Perantara Perdagangan Properti; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3817); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724);  

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4756); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4966); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 

Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4742); 

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar 

Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha 

yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Usaha 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 97); 
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10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-

DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

859) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang 

Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 1343); 

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 105/M-

DAG/PER/12/2015 tentang Pemberlakuan Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Real Estat 

Golongan Pokok Real Estat Bidang Perantaraan 

Perdagangan Properti (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1991); 

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 106/M-

DAG/PER/12/2015 tentang Penerapan Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perantaraan 

Perdagangan Properti (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1992); 

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-

DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-

DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 2007);  

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-

DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Pelayanan 

Perizinan di Bidang Perdagangan Secara Online dan 

Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2008); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perusahaan Perantara Perdagangan Properti yang 

selanjutnya disingkat P4 adalah badan usaha baik yang 

berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan 

usaha perantaraan jual beli, perantaraan sewa-menyewa, 

penelitian dan pengkajian, pemasaran, serta konsultasi 

dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan 

properti berdasarkan perintah Pengguna Jasa yang diatur 

dalam perjanjian tertulis.  

2. Properti adalah harta berupa tanah dan/atau bangunan 

serta sarana dan prasarana lain yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan 

tersebut. 

3. Tenaga Ahli Perantara Perdagangan Properti yang 

selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang yang 

memiliki keahlian di bidang perantaraan perdagangan 

properti yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi 

Perantara Perdagangan Properti. 

4. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga yang menerbitkan 

sertifikat pengakuan atas klasifikasi dan kualifikasi 

perusahaan atau keahlian dari Tenaga Ahli sesuai 

dengan bidangnya berdasarkan kewenangan atau 

pengakuan dari lembaga akreditasi. 

5. Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti 

adalah dokumen sebagai tanda bukti pengakuan tertulis 

atas hasil sertifikasi terhadap klasifikasi dan kualifikasi 

Tenaga Ahli yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi. 

6. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perusahaan 

Perantara Perdagangan Properti yang selanjutnya disebut 

SP SIU-P4 adalah formulir permohonan izin yang memuat 
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data-data untuk memperoleh Surat Izin Usaha 

Perusahaan Perantara Perdagangan Properti. 

7. Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan 

Properti yang selanjutnya disingkat SIU-P4 adalah surat 

izin untuk melaksanakan kegiatan perantaraan 

perdagangan properti. 

8. Kantor Cabang P4 adalah perusahaan yang merupakan 

unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat 

berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat 

bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk 

melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya. 

9. Pengguna Jasa adalah pihak-pihak yang menggunakan 

jasa P4 berupa jasa jual beli, jasa sewa-menyewa, jasa 

penelitian dan pengkajian, jasa pemasaran, dan/atau 

jasa konsultasi dan penyebaran informasi. 

10. Asosiasi Perusahaan Perantara Perdagangan Properti 

adalah organisasi himpunan perusahaan dan Tenaga Ahli 

di bidang perantaraan perdagangan properti. 

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan. 

12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan 

Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. 

13. Direktur adalah Direktur Bina Usaha dan Pelaku 

Distribusi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam 

Negeri, Kementerian Perdagangan. 
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